WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan
masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat
pertama yang bermutu dan berkesinambungan
dengan memperhatikan keselamatan pasien dan
masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan
tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat;

b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pelayanan
kesehatan masyarakat pada tingkat pelayanan dasar
dan guna mengkoordinasi pelayanan kesehatan
dimaksud dipandang perlu pembentukan organisasi
dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat
(puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kota Bandar

Lampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk Kota praja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah
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Menetapkan

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
202022 Nomor 156);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
451);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 2 Tahun 2022;

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun
2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar
Lampung.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
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Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagaimana
unsur penyelenggaraan Pemerintahan yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah Otonom;

Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;

Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandar
Lampung;

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota
Bandar Lampung;

. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung;

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Kesehatan Kota Bandar Lampung;

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah
Unit Pelaksana Teknis Kota Bandar Lampung yang
bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan
kesehatan dasar di wilayah kerja administratifnya;

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan
Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala
Puskesmas adalah seluruh Kepala UPT Puskesmas
pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan / atau masyarakat;

. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di
wilayah kerjanya,

. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah
kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan
masyarakat;

Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya
disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,
penyembuhan penyakit, pengurangan, penderitaan,
pengurangan penderitaan akibat penyakit dan
memulihkan kesehatan perorangan;
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(1)

(2)

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan;

Pelayanan kesehatan puskesmas yang selanjutnya
disebut pelayanan puskesmas adalah upaya yang
diberikan oleh puskesmas pada masyarakat,
mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam
suatu system,

Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan
yang menyediakan informasi untuk membantu proses
pengambilan  keputusan dalam = melaksanakan
manajemen puskesmas untuk mencapai sasaran
kegiatannya,;

Puskesmas non rawat inap merupakan Puskesmas
yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan,
perawatan di rumah (homecare) dan pelayanan gawat
darurat dan jika diperlukan dapat menyelenggarakan
rawat inap pada pelayanan persalinan normal;
Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang
diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan
kebutuhan pelayanan kesehatan untuk
menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan
persalinan normal dan pelayanan rawat inap
pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja UPT Puskesmas pada Dinas
Kesehatan Kota Bandar Lampung;

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT
Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berlaku untuk :

Puskesmas Rawat Inap Panjang;

Puskesmas Rawat Inap Simpur

Puskesmas Rawat Inap Way Kandis

Puskesmas Rawat Inap Sukamaju

Puskesmas Rawat Inap Satelit

Puskesmas Rawat Inap Gedong Aer

Puskesmas Rawat Inap Kedaton

Puskesmas Rawat Inap Sukaraja

Puskesmas Rawat Inap Kota Karang

10. Puskesmas Rawat Inap Kemiling

11. Puskesmas Rawat [nap Sukabumi

12. Puskesmas Rawat Inap Permata Sukarame

13. Puskesmas Rawat Inap Way Halim 2

CONOORAWND -
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14. Puskesmas Way Laga

15. Puskesmas Kampung Sawah
16. Puskesmas Palapa

17. Puskesmas Kebon Jahe

18. Puskesmas Rajabasa Indah
19. Puskesmas Way Halim

20. Puskesmas Campang Raya
21. Puskesmas Sukarame

22. Puskesmas Pinang Jaya
23. Puskesmas Korpri

24. Puskesmas Beringin Raya
25. Puskesmas Sumur Batu
26. Puskesmas Susunan Baru
27. Puskesmas Kupang Kota
28. Puskesmas Pasar Ambon
29. Puskesmas Segala Mider
30. Puskesmas Labuhan Ratu
31. Puskesmas Bakung

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN

(1)

(2)

(3)

(4)

WEWENANG

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi;

paradigma sehat;

pertanggungjawaban wilayah;
kemandirian masyarakat;

ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
teknologi tepat guna; dan

keterpaduan dan kesinambungan.

me e o

Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong
seluruh pemangku Kkepentingan berpartisipasi dalam
upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang
dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab
terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, Puskesmas
mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu,
keluarga, kelompok, dan masyarakat.
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(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

Berdasarkan prinsip ketersediaan akses pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
vang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh
masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa
membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya,
dan kepercayaan.

Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas
menyelenggarakan  Pelayanan  Kesehatan dengan
memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan
pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak
buruk bagi lingkungan.

Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas
mengintegrasikan dan mengoordinasikan
penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas
sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang
didukung dengan manajemen Puskesmas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan
kesehatan di wilayah kerjanya.

Untuk mencapai tujuan pembangunan Kkesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas
mengintegrasikan program yang dilaksanakannya
dengan pendekatan keluarga.

Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas
mengintegrasikan  program  untuk  meningkatkan
jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan
kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi
keluarga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:

a.

b.

Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah
kerjanya; dan

Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah
kerjanya.
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Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat
pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

a.

Menyusun perencanaan Kkegiatan berdasarkan hasil
analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan
pelayanan yang diperlukan;

Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan
kesehatan;

Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan
pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan
menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat
perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan
pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;

Melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi,
jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan
bersumber daya masyarakat;

Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan
peningkatan kompetensi sumber daya ~manusia
Puskesmas;

Memantau pelaksanaan pembangunan agar
berwawasan kesehatan;

memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi
pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan
mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial,
budaya, dan spiritual,

Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi
terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan
Kesehatan;

Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan
masyarakat kepada dinas kesehatan daerah
kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan
dini, dan respon penanggulangan penyakit;

Melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah
kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya
kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
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(1)

(2)

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP
tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Puskesmas berwenang
untuk :

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar
secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu,
dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis,
psikologi, sosial, dan budaya dengan membina
hubungan dokter - pasien yang erat dan setara ;

b. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang
mengutamakan upaya promotif dan preventif;

c. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang
berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan
berorientasi pada kelompok dan masyarakat,

d. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang
mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan

pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;

e. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan
prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar
profesi;

Melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;

g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi
terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;

h. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan
peningkatan kompetensi sumber daya manusia
Puskesmas;

i. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan
indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan

j. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya,
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Puskesmas dapat berfungsi sebagai
wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program
internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit
pendidikan.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas
sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana
program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah
sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

BAB 1V
ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat
fungsional dan unit layanan yang bekerja secara
profesional.

Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
dinas kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kedua

Pasal 10

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas
pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terdiri
dari :

1. Kepala Puskesmas;

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha,;

3. Penanggung jawab, terdiri dari :

a. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat
UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan
Masyarakat;

b. Penanggungjawab UKM Pengembangan;

c. Penanggungjawab UKP Kefarmasian dan
Laboratorium;

d. Penanggung jawab Jejaring Fasilitas Pelayanan
Kesehatan;

e. Penanggung jawab Bangunan, Prasarana dan
Peralatan Puskesmas;

f. Penanggung jawab Mutu.

Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh
Walikota.
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(2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:

a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara,;

b. Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah
sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);

c. Pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional
tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit
2(dua) tahun;

d. Memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan
masyarakat;

e. Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
dan

f. Akan atau telah mengikuti pelatihan manajemen
Puskesmas.

Pasal 12

Kepala Tata Usaha membantu Kepala Puskesmas dan
memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.

Kriteria Kepala Tata Usaha Yaitu tenaga kesehatan dengan
tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang
memahami administrasi keuangan dan sistem informasi
kesehatan.

Pasal 13

Penanggung jawab terdiri atas:

1. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat UKM
Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, terdiri
dari :

a. Petugas Pelayanan Promosi Kesehatan;
b. Petugas Pelayanan Kesehatan Lingkungan,;

c. Petugas Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat
UKM;

d. Petugas Pelayanan Gizi yang bersifat UKM,;

e. Petugas Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit;
f. Petugas Pelayanan Keperawatan Kesehatan
Masyarakat.
2. Penanggung jawab UKM Pengembangan, meliputi :
a. Petugas Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer;

b. Petugas Pelayanan Kesehatan Olah Raga;

10
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(1)
(2)

(1)

(2)

c. Petugas Pelayanan Kesehatan Kerja;
d. Petugas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Penanggung jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium
meliputi :

a. Petugas Pelayanan Pemeriksaan Umum;
b. Petugas Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut;

c. Petugas Pelayanan Kesehatan keluarga yang bersifat
UKP;

. Petugas Pelayanan Gawat Darurat;

. Petugas Pelayanan Gizi yang bersifat UKP;
Petugas Pelayanan Persalinan;
Petugas Pelayanan Kefarmasian,;

. Petugas Pelayanan Laboratorium.

Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan
Jejaring Puskesmas, meliputi :

a. Puskesmas Pembantu;
b. Poskeskel,
c. Jejaring Puskesmas.

Penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan
puskesmas.

Penanggung jawab mutu.

>R S0 Q

Tata Hubungan Kerja
Pasal 14

Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan Kota Bandar
Lampung dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh dinas kesehatan kota Bandar Lampung
kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang
memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan
harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan
kesehatan di wilayah kerja.

Pasal 15

Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja
dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan
lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan
lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai
jejaring Puskesmas.

Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit,
bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya
kesehatan.

11
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(3)

(4)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan
bersumber daya masyarakat bersifat
pembinaan,koordinasi, dan/atau rujukan di bidang
upaya kesehatan.

Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor
terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di
bidang upaya kesehatan koordinasi di bidang upaya
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya
kesehatan yang paripurna.

Pasal 16

Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas
dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan
kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu
tahun.

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat data dan informasi tentang
pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan
manajemen Puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung harus
memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
peningkatan kinerja Puskesmas.

Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan
laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

BAB VI
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Upaya Kesehatan

Pasal 17

Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan
UKP tingkat pertama yang dilaksanakan secara
terintegrasi dan berkesinambungan.

UKM dan UKP tingkat pertama harus diselenggarakan
untuk pencapaian :

a. Standar pelayanan minimal Kota Bandar Lampung
bidang kesehatan;

b. Program Indonesia Sehat; dan

Kinerja Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional,
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(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 18

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 meliputi UKM esensial dan UKM
pengembangan.

UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

Pelayanan promosi kesehatan;

Pelayanan kesehatan lingkungan,;

a
b
c. Pelayanan kesehatan keluarga,
d. Pelayanan gizi; dan

e

Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.

UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang
kegiatannya bersifat inovatif dan/atau disesuaikan
dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan
wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di
Puskesmas.

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 19

UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dan
dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya
sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokter, dokter gigi dan dokter layanan primer, serta
Tenaga Kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan
kesehatan UKP tingkat pertama sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan

standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan
etika profesi.

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dalam bentuk:

a. Rawat jalan baik kunjungan sehat maupun
kunjungan sakit;

Pelayanan gawat darurat;
Pelayanan persalinan normal,

Perawatan di rumah (home care); dan/atau

® a0 T

rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan
pelayanan kesehatan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 20

Dalam melaksanakan UKM dan UKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 15,
Puskesmas harus menyelenggarakan kegiatan:

a. manajemen Puskesmas,

b. pelayanan kefarmasian,

c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
d. pelayanan laboratorium; dan

e. kunjungan keluarga.

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 21

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan
dapat mengembangkan dan meningkatkan sumber daya
bidang kesehatan sesuai dengan pelayanan yang
dibutuhkan oleh masyarakat, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas
wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3
(tiga) tahun sekali.

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jaringan Pelayanan Puskesmas, Jejaring
Puskesmas, dan Sistem Rujukan

Pasal 23

Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas
yang sehat, Puskesmas didukung oleh jaringan
pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas.

Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas Pembantu.

Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Terdiri atas upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah
sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri

Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
lainnya.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)
(2)

)

(1)

(2)

Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen
di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan
pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah
kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara berkala setiap
bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
merupakan penemuan kasus terhadap pasien yang
berdomisili di luar wilayah kerjanya, Puskesmas wajib
melaporkan kepada Puskesmas domisili asal pasien atau
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan jejaring
Puskesmas yang tidak melaporkan hasil
penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada
Puskesmas di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat
yang berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis,
penghentian kegiatan sementara, dan/atau pencabutan
izin operasional.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8)
dan ayat (9) dikecualikan untuk apotek dan
laboratorium.

Pasal 24

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan
dapat melaksanakan rujukan.

Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
rujukan upaya kesehatan masyarakat dan rujukan
upaya kesehatan perseorangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan
perundang undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Keuangan

Pasal 25

Puskesmas di Kota Bandar Lampung sudah menerapkan
pola pengelolaan keuangan badan layanan umum
daerah.

Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
fleksibilitas dalam  pengelolaan keuangan yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3)

(4)

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Bandar Lampung;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
dan/atau

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan
upaya kesehatan masyarakat.

Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

Pasal 27

Setiap Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem
Informasi Puskesmas.

Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi
Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik
dan/atau non elektronik.

Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan
jaringannya;

b. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan
jaringannya;

c. survei lapangan;
d. laporan lintas sektor terkait; dan

laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya.
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(1)

(2)

(1)

(2)

)

(4)

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Puskesmas
harus menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas
secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kota Bandar
Lampung.

Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan sumber data dari pelaporan
data program kesehatan yang diselenggarakan melalui
komunikasi data.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dapat
melibatkan organisasi profesi dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Puskesmas.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk bantuan teknis,
pendidikan, dan pelatihan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan
Wali Kota Bandar Lampung Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar
Lampung.

Ditetapkan di Bandar pung
pada tanggal 26 OKTO8¢R R022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto
'EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal =~ 26 OkDBER 2022

Plt . SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto
Drs. SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022
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cap/dto




cap/dto


LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPALA PUSKESMAS

KEPALA TATA USAHA :
1. Koordinator Tim Manejemen
Puskesmas

[2. Sistem Informasi Puskesmas

3. Kepegawaian

4. Rumah Tangga

5. Keuangan
PENANGOUNG JAWAB UPATA PENANGGUNG JAWAB e aed s UKE ENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG
KM ESENSTAL DAN UKM PENGEMBANGAN : ABORATORIUM : JARINGAN PELAYANAN BANGUNAN, JAWAB MUTU
KEPERAWATAN KESEHATAN 1. Pelayanan Kesehatan Gigi PUSKESMAS & JEJARING PRASARANA, DAN
IMASYARAKAT: Masyarakat 1. Pelayanan Kesehatan U{'nlum PUSKESMAS: PERALATAN

: 2. Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Keschatan Gigi dan PUSKESMAS
1. Pelayanan Promosi Kesehatan . ya Mulut 1. Puskesmas Pembantu
2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 3. Kesehatan Keluarga yang 2. Poskeskel
3. Pelayanan Kesehatan Jiwa bersifat UKP 3. Jejaring Puskesmas

3.

Lingkungan

Pelayanan Kesehatan Keluarga
yang bersifat UKM

Pelayanan Gizi yang bersifat
UKM

Pelayanan Pencegahan &
Pengendalian Penyakit
Pelayanan Keperawatan
Kesmas

& Olahraga

Pelayanan Kesehatan Kerja
Pelayanan Kesehatan
Lainnya

SRS

T

Pelayanan Gawat Darurat
Pelayanan Gizi yang bersifat
UKP

Pelayanan Persalinan
Pelayanan Kefarmasian
Pelayanan Laboratorium

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWEANA
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